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ABSTRAK: Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (I.æmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 385);  

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nor-nor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan  

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 54, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863);  

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

• Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 108);  

• Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nornor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Pcraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377);  

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jendcral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);  

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1571), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 10. Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Instansi Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

444), Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;  

• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-

SD/ 11/2025 tentang Langkah- langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan 

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP 

Kabupaten/Kota. 

 

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 16 

September 2026 

- 9 hlm 

 


